SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : /IT1.B02/KP.01/2023
ANTARA

Direktorat Perencanaan Sumber Daya
Institut Teknologi Bandung
DENGAN

Nama Kontrak Jasa Perorangan (KJP)
TENTANG

Jasa Perorangan Untuk Kegiatan
(Judul Pekerjaan)
di (Nama Unit Kerja)
TOTAL NILAI PEKERJAAN : Rp.   ,-
(terbilang)
TANGGAL : 
SUMBER DANA : BUKAN PNBP ITB
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Direktorat Perencanaan Sumber Daya
Institut Teknologi Bandung
2023
SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

NOMOR : /IT1.B02/KP.01/2023
Jasa Perorangan Untuk Kegiatan

(Judul Pekerjaan)
di (Nama Unit Kerja)
Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga  (02-01-2023) kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama


: Pimpinan Unit Kerja
NIP



: 
Jabatan


: 

Alamat


: Jalan Tamansari No. 64, Kota Bandung, Jawa Barat
Bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai                          PIHAK PERTAMA.
II. Nama


: Nama Kontrak Jasa Perorangan
NIK



: 3273020xxxxxxxxx
Tempat,tanggal lahir
: 
Alamat


: 
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai  PIHAK KEDUA.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak Jasa Perorangan, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kedudukan para Pihak

(1) Dalam perjanjian kerja ini PIHAK PERTAMA merupakan pemberi kerja dan PIHAK KEDUA merupakan penerima kerja.
(2) PIHAK PERTAMA membutuhkan keahlian PIHAK KEDUA untuk melakukan pekerjaan Ahli Keuangan pada Direktorat Perencaan Sumber Daya ITB, dengan rincian pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja tempat PIHAK KEDUA ditugaskan.

(3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh Direktur Perencanaan Sumber Daya.
Pasal 2
Hak dan Kewajiban
(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
a. Menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan;
b. Menilai hasil pekerjaan PIHAK KEDUA;

c. Mendapatkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA sesuai dengan keahlian PIHAK KEDUA;

d. Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan;
b. Melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan keahliannya;
c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan pasa 1 ayat (2);
d. Menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.
Pasal 3
Waktu Kerja
(1) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah selama … (terbilang) bulan terhitung mulai tanggal ….. sampai dengan tanggal ….. 
(2) Status PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Kontrak Jasa Perorangan dapat diakhiri tanpa syarat oleh PIHAK PERTAMA, dalam hal PIHAK KEDUA tidak menunjukkan kinerja yang baik dan/atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
Pasal 4
Jam Kerja
(1) Waktu kerja PIHAK KEDUA mengikuti jam kerja yang berlaku di ITB/ Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu/ Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 40 (empat puluh) Jam dalam 1 (satu) minggu. (Misal)
Pasal 5
Pelaporan
(1) Atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mewajibkan PIHAK KEDUA secara tertulis menyerahkan Laporan Kerja untuk diserahkan pada PIHAK PERTAMA.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja terkait.
(3) Setiap laporan kerja PIHAK KEDUA yang telah dinyatakan sesuai dan diterima oleh PIHAK PERTAMA, wajib dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Laporan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
Pasal 6
Pembayaran
(1) Nilai maksimal pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini adalah sebesar : Rp,- (terbilang rupiah).
(2) Nilai pekerjaan jasa tersebut bersifat Lumpsum Fixed Price, sudah termasuk biaya-biaya untuk jasa, keuntungan, pajak-pajak, ijin-ijin, iuran-iuran, pungutan-pungutan, resiko dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini.
(3) Pembayaran Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK KEDUA dapat mengajukan pembayaran secara termin/bulanan.
(4) PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA nilai pekerjaan jasa sebesar tersebut pada ayat (1) Perjanjian ini dengan mata uang rupiah dengan cara transfer pada rekening bank PIHAK KEDUA, Rekening Nomor …… atas nama  ….. pada Bank …..
(5) Pembayaran Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perjanjian ini PIHAK KEDUA dapat mengajukan pembayaran secara termin/bulanan yang dilengkapi dengan:
a. Kuitansi tagihan;
b. Dokumen progress/kemajuan pekerjaan;
c. Copy Surat Perintah Kerja;
d. Copy NPWP/KTP;
e. Copy Buku Tabungan.
Pasal 7
Kode Etik
(1) PIHAK KEDUA wajib mematuhi waktu kerja dan kode etik Tenaga Kontrak Jasa Perorangan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja tempat PIHAK KEDUA ditugaskan.
(2) Hasil kerja PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA dan sepenuhnya dapat digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan pelaporan.

(3) PIHAK KEDUA tidak akan membocorkan data, informasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan menjamin bahwa data dan informasi tersebut hanya digunakan untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.
Pasal 8
Peyelesaian Perselisihan

(1) Apabila di dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini terdapat perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak, maka para pihak sepakat untuk memilih domisi hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.

Pasal 9
Penutup

(1) Segala sesuatu yang perlu tetapi belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(2) Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun.
(3) Perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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